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BAB Il
PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan

dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan
1. Otoritas jasa Keuangan mengambil alih Direktorat Investigasi dan Mediasi
Perbankan merupakan pelaksana mediasi perbankan yang ideal, sebab
Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya juga mengawasi
proses perbankan. Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan memiliki
keunggulan yang belum dimiliki oleh Lembaga Mediasi Perbankan
Independen. Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan yang berada di
bawah Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki enforcement sehingga bank
akan taat baik dalam proses maupun dalam melaksanakan kesepakatan
mediasi sebab bagi bank yang tidak mematuhi proses dan kesepakatan
mediasi dapat langsung dikenai sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Dalam perwujudan Independensi Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan
peraturan khusus dalam mengatur lembaga alternatif yang menjadi wadah
penyelesaian antara Nasabah dengan Bank. Tetapi dalam proses mediasi
yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak bersifat Independen,
dikarenakan dalam penyelesaian masalah melalui mediasi, penunjukan

Mediator masih dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan.
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Dalam pelaksanaan proses mediasi sebaiknya penunjukkan mediator
dilakukan oleh pihak bank dan pihak nasabah.
Perlunya Otoritas Jasa Keuangan membuat peraturan khusus

mengenai Mediator yang akan melaksanakan Mediasi.
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